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BUPATI JEMBRANA

PERATURAN B.UPATI JEMBRANA
NOMOR 11 TAHUN 2006.

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI

i

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.
BUPATI JEMBRANA

bahwa dengan diundangkannva Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pcrubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor makua untuk ketertibhan dan  kelancaran
pelaksanaannya dipandang perlu menetapkan pelaksanaan Peraturan
Daerah dimaksud ;

bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana sebagaimana
dimaksud huruf a di atas ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;

Undang - Undang Noror 69 Tahur 1958 tentang Pembentukan Daerah -
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

Undang - Undang Nomor 8§ Tahun [981 tentang Hukum Acara Pidana
( Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik indoncsia Nomor 3209 );

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 teatang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan ( Lembaran Negara” Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3480);

Undang - Undang Nomer 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 3635)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahu: 2600

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 206C Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );

Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentan Perubahan ates Undang-
Undang Nomor & Tahun 1974 tentang Pokol.-pokok Kepegawaian
(I embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1€3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890},

6. Undang—TUndang ...................
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Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaraun
Negara Republik Indonesia Nomor 3851},

Undang - Undang Nomo: 10 Tahun 2004 tentanyg Fembentukan Peraturan
Perundang — undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 teriang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubitk Indenesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republix indoncsia Nomor 4437);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438});

Peraturan Pemerintah Nomor <41 Tahun 1993 tentang Angkutan
Jalan ( Lembaian Negara Repubiik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527 ),

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tfahun 1993 tentang Pemenksaan

- Kendaraan Bermotor di Jalan (Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun

1993 Nomor 60, Tambahan [.embaizu Negara Republik Indonesia Nomor
3528),

Peraturan Pemerintah Noemor 43 Tahun'__l‘993 tentang Prasarana dan Lalu
Lintas Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529 ),

Peraturan Pemerintak Nomor 44 Tahun. 1593 tentang Kendaraan dan
Pengemudi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 3530 );

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daeran Otonom (Le mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2600 Nomor 54; Tambahar Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952),

Peraturan Pemerintah Nomor ©& Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah { Lembaran Negara Republic Indonesia Tanwa 2601 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noinor 4139 );

Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahan 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 92 Tahun 1950 tentang

Perubahan Keputusan Menicri Perhubungan Nomor KM 110/PR/301/Phb-
88 tentang Penyesuaian Tarif Pengujian Kendaraan Bermovor;

18. Xeputusan Menteri .................



18. Keputusan Menteri Perhubungar Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang
Persyaratan Ambang Batas Laik Jalin Kendaraan Bermotor;

19. Keputusan Menteri Perhiubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata

Cara Pemeriksaan, Persyaratan Teknis dan Laik Jalan F.endaraan Bermotor
di Jalan;

20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ( Lembaran Daerah Kabupaten
Jembrana Tahun 2002 Nomor 50, Tainbahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jembrana Nomor 12, sebagairmana ilah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Jembrana Nomor 8 Taliui; 2005 ( Lembaran Daerah Kabupaten
Jembrana Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembara: Daerah Kabupaten
Jembrana Nomor 7 ) ; '

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAIAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 12 TAHUN
2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal i
Yang dimaksud dalam Peraturan ini :
1.  Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana,
3.  Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana.

4.  Bupati adalah Bupati Jembrana.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Informasi, Komunikasi dan Perhubungan
Kabupaten Jembrana.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah
sesual dengan peraturan perundang — undangan yang berlaku.

7. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakar memenuhi kwalifikasi
teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kwalifikast teknis sesuai
dengan jenjang kwalifikasi.

8.  Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguw;i dan / atau
memerksa bagian — bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan Kereta
tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persvaratan
teknis dan laik jalan.

9. Kendaraan ...................
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Kendaraan bermotor adalah kendaraan vang digerakkan clch peralatan teknik
vang berada pada kendaraan itu.

Kendaraan wajib uji adalah kendaraan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku wajib diuji untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu
mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, keista
gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalsn.

Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor vang disediakan untuk
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

Mobil penumpang adalah setiap ‘kendaraan  bermotor yang dilengkapi
sebanyak — banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termiasuk tempat di.duk
pengemudi, baik dengan maupun tanpa periengkapan pengangkutan bagasi

Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor vang dilengkapi lebih da:1i 8
(deiapan) tempat duduk tidak tennasuk tempat duduk pengemudi, baik deagan
maupun taupa perlengkapan pengangkutan bagasi.

Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain dan yang termasuk sepeda
motor, mobil penumpang dan mobil bus.

Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan
bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang
penggunaannya untuk keperlvan khusus atau mengangkut barang -- barang
khusus.

Kereta tempelan adalah suatu alat - alat vang dipergunakan untuk men;zangkur
barang yang sebagian bebannya ditumpu ojeh kendaraan penariknya.

Uji berkala adalah pengujian kendarzan bermotor yang dilakukan secaia berkala
terhadap setiap kendaraan wajib uji.

Numpang uji adalah pelaksanaan pengujian diluar domisili kendaraan baik
didalam maupun diluar Kabupaten Jembrana.

Buku uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk buku yang berisi daa ‘eknis
dan legitimasi hasil pengujian setiap keudaraan bermotor.

Tanda uji adalah tanda bukti bahwa suatu kendaraan telah diyji dengan hasil
baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yeng ditempelran pada
plat nomor atau rangka kendaraan.

Laik jalan adalah persyaratan minimum Kkondisi suatu kendaraan yang harus
dipenuhi agar terjamin keselamatan dan wmencegah terjadinya pencemaran
udara, kebisingan hngkungan pada wakiu dioperasikan di jalan,

Jumlah berat yang diperbolehkan ada’ab berat maksimun kendaraan bermotor
berikut muatannya yang diperbolchkan meniuut rancangan.

Gas buang adalah bekas hasil pembakarun dan moter penggerak yang
disalurkan melalui sistera pembuangan kendaraan bermotor.

4. Tenags mekanik ......o00000 &
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Tenaga mekanik adalah seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang
perawatan kendaraan bermotor yang dinvatakan dengan sectifikat,

Smoke tester adalah alat yang dipergunakan untuk menguji ketebalan asap gas
buang kendaraan bermotor.

Kertas uit adalah kertas yang dipérgunakan untuk mengan.btl contoh gas Huang
pada smoke tester.

Rdetribusi pengujian kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut reiribusi
adalah pungutan daerah sebagai peinbayaran atas pelayanan pengujian
kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku
diselenggarakar. olch Pemerintah Daerah.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau
menguasat kendaraan bermotor yang menurut peraturan perundang-urdangan
diwajibkan untuk melakukan pembayaran refribusi.

- Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu vang merupakan batas waitu bagi

wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian kendaraan bermotar.

Surat keterangan retribusi daerah yang seianjutnya dapat disingkat SKRD
adalah surat keputusan yang menentukan besarmya jumliah retribusi vang
terhutang.

Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa denda.

BAB I

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI.

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan penyujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan pengd jian kendaraan bermoter yang meliputi :

a. Mobil Bus.

b. Mobil Penumpang Umum.
c. Mobil Barang,

d. Kendaraan Khusus.

e. Kereta Tempelan.

Pasal 4.

Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian

kendaraan bermotor.
Pasal

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolengikan sebagai retribusi jasa umum.

BAB TIL... 50c om0 i
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BAB I1I
PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENGUJIAN
Bagian Pertana
Permohonan Pcngu_ji_an
Pasal 6

Permohonan pengujian kendaraan bermotor diajukan secara tertulis hepada
Kepala Dinas/Kantor atau pejabat yang ditunjuk.

Persyaratan permohonan pengujian schagaimana dimaksud avat (1) dibedakan
menjadi pengujian awal dan pengujian berkaia.

Pengujian awal dibedakan menjadi :
a. Kendaraan yang tipenya telah mempercich sectifikat wji upe atau sertifikat
registrast uji tipe dan tanda lulus uji tipe.

‘b. Kendaraan yang tipenva ttdak memilik( uji cipe.

Pasal 7.

Permohonan pengujian berkala awal seperti tersebut pada pasal 6 ayat (35

huruf a, harus memenubi syarat — syvarat sebagai berikut :

a. Mengisi formulir perinohonan.

b. Membayar retribusi pengujian sepertt dimaksud dalam pasal 11 ayat (2).

¢. Melampirkan foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ( STNK )
dan bukti pelunasan pajak kendaraan bermotor untuk tahun yang
bersangkutan.

d. Melampirkan foto copy tanda jati diri pemilik kendaraan.

Permohonan pengujian berkala awal seperti terscbut pada pasal 6 ayat (3) hurui
b, harus memenuhi syarat — syarat sebagai berikut :

Mengisi formulir permohonan,

Membayar retribusi pengujian seperti d:maksud dalam pasat 11 ayat (2).
Melampirkan Surat Tanda Nomor Kencaraan Bermotor { STNK ).
Melampirkan foto copy tanda jats diri pemilik kendaraan.

Melampirkan rekomendasi pemeriksaan uji mutu / ruban bentuk vyang
dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan.

oo op

Permohenan pengujian berkala harus memenult syarat — syarat sebagai berikut :

a. Mengisi formulir permohonan. ;

b. Mcmbayar retribusi pengujian seperti dimaksud dalam pasal 11 ayat (2).

¢c. Melampirkan Surat Tanda Nomor Kendarzan Bermotor dan bukti pelunasan
pajak kendaraan bermotor untuk tahun yvang bersangkutan.

d. Melampirkan Buku Ujt.

e. Melampirkan foto copy tanda jati diri pemilik kendaraan.

Pengujian berkala bagi kendaraan bermefcr vang numpang uji disamping

memenuhi persyaratan seperti terseout daia ayat (3} harus dilengkapi pula
dengan rekomendast dari Kepala Dinas.

Bagian Kedua..,.............
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Bagian Kedua
Perubahan Bentuk
Pasal 8

Bagi kendaraan bermotor yang mengalami perubzhan bentuk/modifikes: yvang
mengakibatkan bentuk dan dimensinya berubab sehinpga tidak sesuai lagi
dengan yang tercantum dalam buku uj:, maka buku ujinya dinyatzk:u tidak
berlaku lagi.

Untuk mendapatkan buku ujt yang baru bag: kendaraan yang dimaksud dalam
ayat (1) harus dilakukan pengujian kembali.

Untuk melaksanakan pengujian kembaii seperii dimaksud dalam ayat (2} harus
mengajukan permohonan kembali dengan persyaratan seperti dimaksud dulam
pasal 7 ayat (2).

BAB IV
PELAKSANAAN PENGUITAN
Pasai 9

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilakukan pada lokasi pengujian
kendaraan bermotor di Banjar/Dusun Bznyupiry, Desa Kaliakah, Kecamatan
Negara, Kabupaten Jembrana,

Pelaksznaan pengujian berkala diluar lokas: seperti dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan setelah mendapat persetujuan terlebii dahulu dan Kepala Dinas.

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan dengan
menggunakan  peralatan yang tersedia.

Pasa} 10

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilaksanakan setelah
memenuhi syarat — syarat sebagai berikut

a. Melampirkan bukti permohonan pengujtan.

b. Melampirkan bukti pembayaran seperti dimaksud dalam pasal ' 1 ayat (2).

c. Melampirkan buku uji aslinya serta poto cepy dan asli Surat Tanda Nomer
Kendaraan.

d Membawa kendaraan ke unit pelaksanaan pergujian kendaraan bennotor.

e. Membawa peralatan dan perlengkapen kendaiaan seperti dongkrak, kunci
roda, kotak obat (P3K), segi tiga pengaman, ban serep, sabuk keselamatan,
dan lain-lain.

Bagi keudaraan yang dinyatakan lulus uji dibenkan -
a. Tanda buktt lulus uji' berupa buku uji dan tanda wii.
b. Dilengkapi dengan tanda samping kecuali mobil penumpang.

¢. Membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor seperti dimaksud dalam
pasal 11 ayat (2).

(3). Bagi kendaraan .......ccicooien



(3) Bagi kendaraan yang dinyatakan tidak ulus ujs diberitahukan secara tertulis -

a. Perbaikan — perbaikan yang harus dilakukan
b. Waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.

(4) Pemilik atau pemegang kendaraan vang melakukan uji ulang seperti dimaksud
dalam ayat (3) tidak diperlakukan sebagai pcmohon baru.
BAB 1
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBU SI
Pasal 11

(1) Struktur tarif dibedekan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan jumlah berat
yang diperbolehkan ( JBB ).

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan scbagai berikut .

a, Formuilir permohonan e e e it Rp. 2.000,-
b. Upab wi ., e et e e e e e e e Rpe 5.000,-
c. Tandaujz(peneng) bt i e i D MO
A BT oosommainunsinss s il amaavsmemesy  RD000
& ‘Tatda SAMBING <o asuiinmmstaspupes vrassesuover AR FRO00;=
f. Pengujian berkala awat :
[. Mobil bus dan mobil barang dengan jura’ah berat yang
diperbolehkan sampai dengan 2,500 K¢, ... .. v Rp. 15.000,-
2. Mobil bus dan mobil barang dengan jumiah berat vang
diperbolehkan 2.501 Kg sampai dengan 7500 Kg ........ Rp. 20.000,-
3. Mobil bus dan mobil barang dengan jumldh berat yang
diper bolehkan diatas 7.500 Kg .. ceveieeiieeeieeeens. Rp. 27.000,-
4. Mobil penumpang umum . ....  Rp. 15.000,-
5. Mobil khusus dengan Jumlah bcrat yang dmerbolchkan
sampai dengan 2,500 Kg .. ... Rp. 15.000,-
6. Moktil khusus dengan Jumlah berot van&, dlperbolehkan
2.501 Kg sampai dengan 7.500 Kg... ... Rp.20.000,-
7. Mobil khusus dengan Jumlah berat \.ang (hpc,rbolehkan
diatas 7.500 Kg .. e verierveeen . Rp. 27.000,-
& Koereta tempelan ... L O e ST~ 111 0T

g. Pengujian berkala

1. Mobil bus dan mobil barang dengan jumiah berat yang

diperbolehkan sampai dengan 2500Kg. ... .o..  Rp. 10.000,-
2. Mobil bus dan mobil barang dengan jumiah berat yang

diperbolehkan 2.501 Kg sampai dengan 7.500Kg ......... Rp. 15.000,-
3. Mobil bus dan mobil barang dengan Jumlah berat yang

diperbolehkan diatas 7.500 Kg .. i e iy BP0 GO0
4. Mobil penumpang umum . ... Rp. 10,030,
S. Mobil khusus dengan Jumlah befm vcmb dxpu b{)aehkan

sampat dengan 2.500 Kg .. e Rp. 10.099,-

6. Mobil Khusus ... ...



€)

6. Mobit khusus dengan jumtah berat vang diperbolehkan
2.501 Kg sampai dengan 7.500 Xg.. .
7. Mobil khusus dengan Jumlah bera; vanyg lpe bolehkan
diatas 7.500 Kg ..
8. Kereta tempelan ..

h. Biaya pemeriksaan Emisi Gas Buang { tes asap ) :
~ Mobil barang, mobil penumpang dan Tractor Head
{ khusus yang memakai bahan bakar minyak solar)............

I. Numpang Uji :

Rp. 15.000,-

Rp. 20.000-
Rp. 20.000.-

Rp. 9.000,-

1. Dari luar Kabupaten Jembrana dikenakun biaya sebagai berikut |

Formulir pen'nohonan SR R e S S S
Upah uji .. :

Tanda uji ( Peneng )

. Tanda Samping ... , e
Pemeriksaan EmlSl Gas Bua.w ( tef tsap ) khusus
kendaraan yang memakai bahan bakar minyak solar ...
f Besar biaya pengujian ditentukan berdasarkan jenis
kendaraan dan jumlah berat yang diperbolehkan ( JBE )
sebagaimana disebutkan dalam pengenaan vengujian
berkala.

o0 o

Rp. 2.000,-
Rp. 5.000.-
Rp. 5.000,-
Rp. 14.000,-

Rp. 9.000,-

2. Keluar Kabupaten Jembrana dikenakan iiaya sebagai berikut |

. Formulir pem‘lohonan

. Biaya administrasi .. . e
¢. Besar biaya pengujian dltertukaq berdasarkan _]ems
kendaraan dan jumlah berat yang diperbolehkan

{ JBB ) sebagaimana disebutkan dalam pengenaan
pengujian berkala.

= R

d. Retribusi yang terhutang dan sanksi administrasi ( denda )

sebesar Rp. 10.000,- (sepulub ribu rupiah) setiap bulan.

j. Mutasi kelhar daerah Kabupaten Jembrana dikenakan biava
sebagai berikut :

I, Formulir permohonan ,.

2. Biaya administrast ..

3. Retribusi yang terhutang dan sanksl adh nlctram ( denua )
sebesar Rp. 10.000,« (sepuluh rtba rupiah) setiap bulan.

Penggantian Buku Uji dan Tanda Uji yang hilang, rusak atau
penggantian baru dikenakan biaya sebagal berikut :

a. Buku Uy .. ;
b. Tanda Uji ( Peneng )

Rp. 4.000,-
Rp. 10.000,

Rp. 4.000,-
Rp. 10.000,-

Rp. 15.000,-
Rp. 10.000,-



BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 12
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut di tempat pengujian kendaraan
bermotor.
BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIRUS! ERUTANG

Pasal 13
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enars) bulan.
Pasal 14

Saat retribusi ierutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD ( Surat Ketcetapan
Retribusi Daerah ) atau dokumen lain yvang dipersamakan.

BAB VIl

TATA CARA PEMBAYARAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETCRAN.

Pasal 15

(1) Pembayaran retribust pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh pemilik
kendaraan bermotor melalui loke: tempat pemungutan retribusi puda saat
pendaftaran serta pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

(2) Pembayaran denda seperti dimaksud calam pasal 19 ayat (1), serta retribusi yang
terutang, harus dilunasi sekaligus pada saat pendaftaran dan saat pelaksanaan
pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 16

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRID (Surat Ketetapan Retribusi
Daerah) atau dokumken lain yang dipersamakan.

(3) Pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
dalam pasal 11 ayat (2} dan pasal 19 ayat (1), dilakukan oleh petugas pungut
retribusi pengujian kendarzan bermotor yang ditunjuk atau ditugaskan oleh
Bupati atau Kepala Dinas.

Pagsal 17 ..o i o



Pasal 17

Hasi] pungutan retribusi pengujian kendaraan besrmotor dicatat atau dibukukan dan
disetor ke Kas Daerah melalui Kasir Pemerintah Kabupaten Jembrana serta dilaporkan
oleh petugas pungut retribusi kepada Bupati atau Kepaia Dinas,

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUS!

Pasal 18

(1) Bupati atau pejabat berwenang dapat memberikan pengurangan. keringar:an dan
pembebasan retribusi pengujian kendaraan bermotor, dengau mempsrfiatikan
kemampuan wajib retribusi.

(2} Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribust sebaga:mana
dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diberikan, berdasarkan permohcuan dari
pemilik kendaraan bermotor wajib uji atau  wajib retribusi, serta dapat
menunjukkan alasan — alasan yang tepat atas keterlambatan wajib retribust atau
keterlambatan dilaksanakannya pendafiaran serta peiigujian kendaraan bermotor,

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau Kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi {(denda) sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh
Ribu Rupiah) setiap bulan cari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan SKRD ( Surat Ketetapan Retribusi Daerah ) atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Kecuali bagi retribusi yang terutang dapat menunjukkan sebab —~ scbab tidak
tepatnya membayar retribusi.

BAB XI.. ......



BAB XI

PENUTUP

Pasai 2C

(1) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupatt ini, maka Keputusan Eupati Nomor
550 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Jembrana Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retritusi Penguyian Kendaraan
Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 480
Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundanckan.

Al Ditetapkan di  : Nezara.
pada tanggal 17 Mei 2006.

Diundangkan di  : Negara.
pada tanggal : 17 Mei 2006.
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